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Abstract

Legal certainty is needed so that order can be realized. One of the efforts that can be done is positive
integration between the government and the nlama in determining the competence of a mufti. This article
provides disconrse and solutions regarding the criteria for a mufii in providing legal answers in
extraordinary cases (nawazil). Ordinary Muslims in this matter become an important concern, because
they need legal certainty from experts. Wrong in seeking legal solutions, of conrse, has an impact on legal
misguidance. More than that, the phenomenon of the emergence of an impromptu mufti, of conrse, can
cause legal chaos. Through a literature study, this paper concludes that the presence of a credible mufti
and fatwa institution is a must for a country, so that legal products that realize the benefit of the pegple
can be realized.
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Abstrak

Kepastian hukum diperlukan agar keteraturan dapat terwujud. Salab satn usaba yang dapat
dilakukan yaitn integrasi positif antara pemerintah dan ulama dalam penentuan kompetensi seorang
mufti. Artikel ini memberikan wacana dan solusi terkait riteria seorang mufli dalam memberikan
Jawaban hukum pada kasus luar biasa (nawazil). Muslim awam dalam hal ini menjadi perbatian
penting, sebab mereka membutnbkan jaminan kepastian hukum dari para abli. Salab dalam mencari
solusi bhuknm, tentn berdampak pada ketersesatan buknm. Lebib dari itn, Fenomena kemunculan
mufli dadakan, tentu dapat menyebabkan kekacanan hukum. Melalui studi literatur, tnlisan ini
menyimpulkan babwa kebadiran mnfii dan lembaga fatwa yang kredibel menjadi keharusan bagi
sebuah negara, sebingga produk bukum yang merealisasikan kemaslabatan nmat dapat terealisasi.

Kata Kunci: Produk Hukum; Fatwa; Maslahab; Muslim Awam; Nawazil
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Digitalisasi dan virtualisasi aktifitas kehidupan seakan menjadi
kebutuhan pokok yang tidak bisa dipandang sebelah mata, terlebih
ketika berbagai peristiwa luar biasa (bencana alam, wabah penyakit, dan
lainnya) terjadi di Indonesia. Pandemi Covid-19 waktu itu,
mengharuskan pembatasan segala bentuk aktivitas kehidupan, baik yang
berhubungan dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup,
keagamaan, pendidikan, dan lainnya, sebagai upaya untuk mengatasinya.?

Peristiwa tersebut membutuhkan perhatian khusus, baik dari

ulama maupun #mara’. Sayyid Ja’far al-Barzanji dalam Lwjayn al-Dani fi
Managib al-Shaykh ‘Abd al-Qadir al-Jilani menyebutkan bahwa Shaykh
‘Abd al-Qadir berkata:
8 50 A5 L) 5 QL Gl ol 21 30 G154
“Ketahuilah babwa cobaan tidak datang kepada seorang mukmin  untuk
merusakmnya, namun datang untuk menguji keimanananya.”>
Ulama mempunyai kewajiban membimbing dan membina
masyarakat, khususnya masyarakat muslim awam agar keimanannya
terjaga, bahkan meningkat.* Muslim awam merupakan tingkatan terakhir
dalam konteks beragama Islam. Menurut konsensus fugaba’ al-madhdhib,
mereka tidak mempunyai madzhab kecuali madzhab wuftinya. Abul Fath
al-Harawi dalam Bahr al-Muhit karya al-Zarkasi menyebutkan bahwa

https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/19966/8719;
Muhammad Reza Winata dan Oly Viana Agustine, “Rekoneksi Hukum dan
Disrupsi Teknologi Melalui Tafsir Konstitusional Mendukung Pembangunan
Ekonomi Berkelanjutan,” Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 4 (Desember
2019): 458-76, https://e-
jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/529/pdf.

2 Maylanny Christin, Dasrun Hidayat, dan Atie Rachmiatie,
“Construction of Social Reality for Physical Distancing During the COVID-
19 Pandemic,” Jurnal Komunikasi 13, no. 1 (7 Maret 2021): 1-19,
https://doi.org/10.24912/JK.\VV1311.9612.

® Sayyid Ja’far Al-Barzanji, Lujayn al-Dani fi Managqib al-Shaykh ‘Abd
al-Qadir al-Jilant (Kediri: Maktabah Pondok Pesantren Tahfidh wal Qiraat

Lirboyo, n.d.), 136.

* Karimi Toweren, “Peran Tokoh Agama dalam Peningkatan

Pemahaman Agama Masyarakat Kampung Toweren Aceh Tengah,” Dayah:
Journal of Islamic Education 1, no. 2 (10 Juli 2018): 258-72,
https://doi.org/10.22373/JIE.V112.2967.
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muslim awam tidak mempunyai madzhab.> Senada dengan al-Harawi, al-
Nawawi dalam _A/Rawdah menyebutkan bahwa orang awam tidak
mempunyai kewajiban bermadzhab, namun harus meminta fatwa kepada
mfti yang kredibel dan kompeten.¢ Hal ini menunjukkan betapa muslim
awam sangat membutuhkan kehadiran mufli yang dapat membimbing
dan memberikan petunjuk atas permasalah yang dihadapinya.

Jaminan kehidupan yang nyaman, aman, dan sejahtara menjadi
prioritas utama (a/-daririyyat al-kbhamsah).” Aktualisasi dan realisasi
perlindungan tersebut termanifestasikan dalam kitab-kitab fikih para
ulama terdahulu sebagai interpretasi atas mwasadir al-ahkdm (al-Qut’an dan
Sunnah) dalam merespon segala permasalahan umat, baik dalam situasi
dan kondisi yang wajar (‘adi) maupun tidak wajar (fawari’/waqi’dl).
Kondisi luar biasa saat ini yang melahirkan berbagai problematika
hukum Islam, harus ditangani secara serius oleh para fagib atau mufii yang
mumpuni, sehingga fatwa yang disampaikannya tidak sesat dan

menyesatkan.

Ironinya, masyarakat muslim awam yang scharusnya mendapatkan
pencerahan, pengayoman, dan jaminan akan segala bentuk aktifitas
kehidupan duniawi dan ukhrawinya, justeru dimanfaatkan oleh oknum-
oknum tertentu untuk mendongkrak popularitas dan eksistensinya.
Perang fatwa berkenaan dengan ibadah, muamalah, perkawinan, dan
lainnya membanjiri media informasi. Ragam corak fatwa bermunculan,
membuat masyarakat awam semakin bingung dan panik dalam menjalani
kehidupan. Hal tersebut diperparah dengan meredupnya kondisi
religiusitas masyarakat sebagai efek dari disruption era, informasi yang tak
tersaring, lahirnya para dai #ban yang tidak jelas keilmuannya, serta

ketidaksiapan masyarakat dalam mengahadapi kejadian luar biasa ini.8

° Muhammad ibn ‘Abdullah Al-Zarkashi, Al-Bahr al-Muhit fi Usil al-
Figh (Kairo: Dar al-Safwah, 1992), vol. vi; 375.

6 Muhy al-Din ibn Sharf Al-Nawawi, Rawdah al-Talibin wa ‘Umdah al-
Muftin (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1991), vol. xxi; 117.

" Maskur Rosyid dan M. Nurul Irfan, “Reading Fatwas of MUI a
Perspective of Maslahah Concept,” Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran
19, no. 1 (2 Juni 2019): 91-117.

® L. Rudy Rustandi, “Disrupsi Nilai Keagamaan dalam Dakwah Virtual
di Media Sosial Sebagai Komodifikasi Agama di Era Digital,” Sangkep:
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Sementara itu, idealnya, fatwa-fatwa yang menyejukkan dan
menenangkan akan menumbuhkan optimisme masyarakat awam dalam
menghadapi realita kehidupan. Kejelasan informasi akan lembaga fatwa
beserta mufti-muftinya yang kredibel akan sangat membantu masyarakat
awam dalam memilih, meminta petunjuk dan bimbingan dalam
menghadapi ~ permasalahnya.  Kehadiran  pemerintah  untuk
mengakomodir hal tersebut sangat dinantikan demi mewujudkan baldab
tayyibah wa rabb ghafir.

MUSLIM AWAM DAN PROBLEMATIKANYA

Secara etimologi, ‘awam adalah bentuk plural dari kata ‘@mmi yaitu
orang yang tidak mengetahui jalan.® Kata awam dalam KBBI
mempunyai arti orang kebanyakan, orang biasa (bukan ahli, bukan
rohaniyawan, bukan tentara), atau dengan bahasa lain yaitu orang yang
bukan ahli dalam suatu bidang ilmu. Sedangkan secara terminologi,
‘awam adalah orang yang belum mencapai tingkatan mujtahid.’® Abu
Bakr al-Jassas memaknai ‘awam sebagai orang yang bukan ahli ijtihad.!!
Sedangkan Ibn Hummam dalam Fath al-Qadir mendefinisikannya
sebagai orang yang tidak mampu memilah hukum karena ia tidak tahu
kebenaran maupun kesalahannya.'? Berdasarkan definisi tersebut, dapat
disimpulkan bahwa muslim awam adalah orang Islam yang tidak mampu
untuk menggali hukum langsung dari dalil-dalilnya (al-Qut’an dan
Sunnah) secara mandiri dan tidak dibenarkan untuk menyimpulkannya

sebagai sebuah kesimpulan hukum.

Para ulama sepakat bahwa orang awam tidak mempunyai

madzhab, namun madzhabnya adalah madzhab mafiinya. Ibn Nujaym

Jurnal Kajian Sosial Keagamaan 3, no. 1 (2020): 23-34,
https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/sangkep/article/view/1036/989.

® Ibn Manzir, Lisan al-’Arab (Beirut: Dar al-Sadir, n.d.), 96.

10 Jalal al-Din al-Suyiti, Taqrir Istindd fi Tafsir al-ljtihdd (Mesir: Dar
al-Da’wah, 1983), 51.

1 Al-Jassas, Al-Fusil fi al-Usul (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,
2000), vol. iv; 281.

2 Ton Hummam, Fat al-Qadir: Sharh Kitab al-Hidayah fi Sharh al-
Bidayah (Mesir: Dar al-Nawadir, 1900), vol. vii; 257.
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dalam Bahr al-Ra’ig menyebutkan bahwa orang awam tidak memiliki
madzhab tertentu, akan tetapi madzhabnya adalah fatwa maufimya.
Dengan bahasa lain dapat dikakatan bahwa madzhab orang awam adalah
fatwa muftinya dan awam tidak mempunyai keterikatan dengan madzhab
tertentu.’> Senada dengan Ibn Nujaym, al-Harawi menyebutkan bahwa

orang awam tidak mempunyai madzhab.!4

Al-Nawawi menegaskan bahwa orang awam tidak mempunyai
kewajiban untuk mengikuti satu madzhab tertentu, namun mereka wajib
meminta fatwa (is#fta) kepada mufii yang mempunyai kredibilitas dalam
berfatwa dan tidak untuk mencari kemudahan semata.’> Ibn Hajr al-
Haytami menerangkan dalam kitab fatwanya bahwa orang awam
mempunyai pilihan untuk mengikuti (fag/id) kepada siapa saja yang
mempunyai keahlian berfatwa (z4ft}) dengan catatan tidak untuk mencari
kemudahan semata.! Shaykh Bakhit al-MutiT bahkan menyebutkan
bahwa para ulama telah bersepakat akan kebenaran taklidnya orang
awam yang mengikuti seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat
sebagai mujtahid.!” Hal tersebut menegaskan bahwa syarat utama orang
vang bisa diikuti oleh orang awam adalah orang yang telah memiliki

derajat mujtahid.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ulama, dapat
disimpulkan bahwa muslim awam tidak terikat dengan madzhab tertentu
akan tetapi madzhabnya adalah fatwa dati zsffi. 1a diperkenankan untuk
meminta fatwa kepada siapapun dengan syarat bahwa msffi tersebut
memiliki kredibilitas dan kompetensi untuk berfatwa (telah memiliki
derajat mujtahid). Muslim awam harus teliti dan memastikan kepada

siapa ia meminta fatwa. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka ia akan

13 Zayn al-Din Ibn Ibrahim Ibn Nujaym, Bahr al-Ra’iq Sharh Kanz al-
Dagqa’iq (Beirat: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1997), vol. ii; 90.

Y Al-Zarkashi, Al-Bahr al-Muhit fi Usil al-Figh, vol. vi; 375.

5 Al-Nawawi, Rawdah al-Talibin wa ‘Umdah al-Muftin, vol. xxi; 117.

1 Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Fatawa al-Kubra al-Fighiyyah ‘ala
Madhha al-Imam al-Shafi’t (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2008), vol.
iv; 315.

Y Dar al-Ifta’ al-Misriyah, Al-Fatawa al-Islamiyah min Fatawa Dar al-
Ifta’ al-Masriyah (Mesir: Majlis al-A’la li al-Shu’tn al-Islamiyah, 1993),
vol. iv; 1456.
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terjerumus dalam jurang kesesatan sebab ia tidak mempunyai
kemampuan untuk menggali hukum maupun menyimpulkannya dari al-

Qur’an maupun Sunnah secara mandiri.

PERSOALAN IJTTHAD DAN FATWA
1. Ijtihad

Ijtihad secara etimologi berasal dari kata aljabd atau aljubd, yang
berarti al-mashagqah (kesulitan dan kesusahan) dan altagah (kesanggupan
dan kemampuan).!’® Ijtthad adalah és» masdar dari kata ketja zitibada-
yajtabidn-ijtibadan. Penambahan huruf hamzah dan ta’ pada kata jahada
menjadi tthada dengan wazan ifta’ala menunjukkan arti bahwa usaha
yang dilakukan merupakan usaha yang sungguh-sungguh.!” Di dalam
kitab Maws#'ah al-Fighiyyah al-Kuwaytiyah juz 1 disebutkan bahwa ijtihad
dilakukan untuk mengetahui hukum syarak, baik permasalahan akidah
maupun amaliyah, hukum kebahasaan maupun pemikiran, atau dalam
permasalahan tertentu yang dibawa.?® Hal ini menunjukkan bahwa
ijtthad adalah usaha maksimal untuk mendapatkan atau memperoleh
sesuatu hukum dari permasalahan hukum Islam maupun kebahasaan
yang berkenaan dengan akidah, amaliyah, bahasa, pemikiran maupun
yang lainnya. Ijtihad secara terminologi adalah pengerahan segala
kesanggupan dan kemampuan seorang fagih (pakar hukum Islam) untuk
memperoleh pengetahuan tentang suatu hukum sesuatu melalui dalil
shar’7 (agama) yang bersifat presumtif (zann). Ijtihad hanya dapat
dilakukan terhadap permasalahan hukum yang bersifat presumtif, bukan

pada permasalahan yang sudah mempunyai kepastian hukum (gat 7).2!

8 Manzir, Lisan al-’Arab, 134; Yusuf Al-Qardawi, Al-ljitihad fi al-
Shart’ah al-Islamiyyah ma’a Nazarat Tahliliyyah fi al-Ijtihad al-Mu’ asir
(Kuwait: Dar al-Qalam, 1997), 11; Louis Ma’laf, Al-Munjid fi al-Lughah
(Beirut: Dar al-Mashriq, 1987), 105-6.

9 Wahbah Al-Zuhayli, Al-Wasit fi Usil al-Figh al-Islami (Damaskus:
Dar al-Kutub, 1978), 480.

2 Kementerian Wakaf dan Keagamaan Kuwait, Al-Mawsii’ah al-
Fighiyyah (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Keagamaan Kuwait, 1983), 18.

2! Maskur Rosyid, Implementasi Konsep Maslahat al-7ifi dalam Fatwa
MUI (2005-2010), 1 ed. (Magelang: Ngudi limu, 2013).
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Pemahaman yang benar terhadap ijtthad merupakan sesuatu yang
sangat penting schingga produk hukum yang dihasilkan tidak
mencederai sumber-sumber hukum yang ada. Ijtihad bukanlah sekadar
mengerahkan kemampuan berfikir semata, akan tetapi usaha sungguh-
sungguh  dengan mengerahkan segala kemampuannya untuk
menghasilkan hukum yang tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan
syariat Islam. ljtthad merupakan proses berkesinambungan yang di
dalamnya adalah akumulasi dan kombinasi dari penguasaan
permasalahan berbasis realitas kehidupan secara detil, pemahaman akan
sumber-sumber hukum  Islam  yang mendalam, kemampuan
menyelaraskan sumber hukum (produk masa lalu) dengan permasalahan
yang baru, dan pemahaman komprehensif terthadap mwagasid al-shari’ah.??
Ijtihad merupakan kompetensi yang muncul dari dalam diri seorang
mujtahid, tidak hanya dengan mengetahui instrumen untuk
melakukannya, namun juga kemampuan untuk mendudukan realitas
kehidupan dengan al-nusis al-shar’iyah sesuai dengan perubahan tempat,
waktu, siatuai dan kondisi manusia.??

Ijtthad merupakan kebutuhan pokok bagi umat Islam. Nabi
Muhammad SAW. tidak hanya mengizinkan para sahabat untuk
berijtihad, bahkan menyambutnya dengan gembira bercampur haru.
Legalitas ini dapat dijumpai dati kisah pengutusan Mu’adh Ibn Jabbal ke
Yaman.

Gase 1N ol a0l ) A A W
&\uus@mgugudumuu&@d\duw a8
Qs d\ﬁ;ﬂ\‘}[_,@\} \d\a"w\u\_tsud\ﬂj

22 Amir Tajrid, “Tracing the Genealogy of Maqasid al- Shari’ah
Concept: A Historical Approach,” al-Ahkam 31, no. 1 (2021): 69-90,
https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.1.6696.

% Moh. Dahlan, Zakiyuddin Baidlawy, dan Sugiono Sugiono, “Gus
Dur’s Ijtihad Paradigm of Contemporary Figh in Indonesia,” Al-Ahkam 29,
no. 2 7 November 2019): 167,
https://doi.org/10.21580/AHKAM.2019.29.2.4193; Ainol Yaqin, “Yasuf Al-
Qardawt’s Istinbat Method and Its Implementation in the Moderation of
Islamic Law,” Al-Ahkam 31, no. 1 (29 April 2021): 109-40,
https://doi.org/10.21580/AHKAM.2021.31.1.7075.
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O3y G5 s 4 daall 065 553a 2 4 J5L)
351 sils 2aal ol ) O3k dlaty W A J5h)
(2l

Hadis tersebut memberikan pemahaman tentang proses ijtihad
vang dilakukan oleh sahabat Mu’adh. Ketika dijumpainya persoalan,
mula-mula ia akan merujuk kepada al-Qur’an. Jika tidak ia jumpai di
dalamnya, maka ia akan merujuk kepada sunnah Nabi saw. Jika di kedua
sumber tersebut tidak terdapat jawabannya, maka ia akan berijtihad
menggunakan daya nalarnya. Proses tersebut diakui oleh Nabi saw. dan
bahkan mendoakan kebaikan bagi Mu’adh.

Selain itu, kabar di atas menunjukkan bahwa para sahabat
diberikan kewenangan untuk melakukan ijtihad, bahkan sejak Nabi saw.
hidup. Dari sini dapat dipahami bahwa ijtihad tentu sangat dianjurkan
sepeninggal Nabi saw. Ijtihad dibutuhkan untuk memberikan kepastian
hukum terhadap segala permasalahan baru yang tidak secara rinci dan
jelas terdapat dalam al-Qur’an maupun Hadis. KH. Sahal Mahfudz
dalam bukunya “Figh Sosial” menyebutkan bahwa al-Suyufl dalam kitab
al-Radd ‘ala Man Afsada fi al-Ard menyimpulkan bahwa pada setiap
zaman (‘asr) harus ada seorang atau beberapa orang yang mampu
berperan sebagai mujtahid. Hal ini membuktikan bahwa statement yang
menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup adalah kekeliruan yang
amat besar.?*

I)tlhad merupakan ibadah yang berpahala bagi seorang mu]tahld

B Ladl Iy pats Dldic dl i ygalall (8 5508 e
?S;\J\ju\);\dauha\ @ALS?SBJ\?S;\J\J}M?L»}
(ool o5 5) 5T 418 AT & 338
“Dari “‘Amr Ibn al-‘As babwa ia mendengar Rasulullah saw.,
bersabda: “Jika seorang hakim hendak  memutuskan bukum laln
berijtibad, kemudian ternyata benar, maka ia mendapat duna pabala.
Dan jika dia hendak memuntuskan hukum laln berijtibad kemudian
ternyata salah, maka baginya satu pabala”” (HR. Muslim)
Ibn Mundhir dalam kitab Sharh Sahih al-Bukhari i 1bn Battal Juz 10

memberikan catatan bahwa sesungguhnya mujtahid diberikan ganjaran

# KH. MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Figih Sosial (Yogyakarta: LKiS,
2007).
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atau pahala karena ijtthadnya untuk mencari kebenaran, bukan untuk

mencati kesalahan.?>

Adapun menurut jumhur ulama, berijtthad hukumnya fardu
kifayah.2¢ Hal ini dikarenakan terbatasnya orang yang memenuhi
kualifikasi dan kriteria sebagai mujtahid. Menurut Al-Baqilani, al-Amidi,
dan mayoritas ulama, ijtihad harus dilakukan oleh mujtahid dalam
permasalahan yang menimpa umat manusia maupun dirinya, baik dalam

kondisi biasa maupun mendesak.

Allah SWT., berfirman dalam Surah al-A’raf Ayat 33:
J—“—'d—‘l‘jeﬁbuhu ‘-e—-\*)é—lﬂ‘-“uﬂ;)ﬂ‘af)eﬁ‘-“‘dﬂ
NAPW| ‘_Ar. \)S}s.au\j\_\lalu A_adh}(dua.ub \}S)uuu\}g’é&]\

(33 u\}:ﬁ“) u}d:u

“Katakanlah: ""Tubanku hanya mengharammkan perbuatan yang keji,
baik yang nampak atanpun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa,
melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan)
mempersekutuan  Allah  dengan  sesuatn  yang  Allab  tidak
menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharambkan) mengada-adakan
terbadap Allah apa yang tidak kamu ketabui."

Ayat di atas menjadi acuan dasar dalam berijtihad. Persyaratan
seorang mujtahid (orang yang berijtihad) menurut al-Shafi’l sebagaimana
diriwayatkan oleh al-Khatib mengatakan:

“Tidak diperkenankan untuk memberikan fatwa kecuali orang

yang menguasai dan memahami al-Qur’an dengan benar, baik

terkait nasikh-mansikh, mubkam-mutashabib, ta’wil-tanzil, makkiyab-

madaniyah, serta teks dan konteksnya. Setelah menguasai itu

semua, ia harus benar-benar menguasai Hadis sebagaimana ia

% Ibn Battal Al-Qurtubi, Sharh Sahih al-Bukhari (Riyad: Maktabah
Rushd, 2008), 381.

% Al-Qardawi, Al-Ijtihad fi al-Shari’ah al-Islamiyyah ma’a Nazarat
Tahliliyyah fi al-Ijtihad al-Mu’asir, 80-81; Satria Effendi, Ushul Figh, ed.
oleh M. Nurul Irfan Aminuddin Ya’kub (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2008), 255-56; ‘Abd al-Ra’af Muhammad Amin, Al-lttihad
Ta’ aththuruh wa Ta’thiruh fi Fight al-Maqasid wa al-Wagi’ (Beirut: Dar al-
Kutub al-llmiyyah, 2013), 114-15; Ibn Amir Al-Hajj, Al-Tahrir wa al-
Tahbir, 3 ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 388-89.
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menguasai apa yang ada dalam al-Qur’an. Ia juga harus
menguasai ilmu kebahasaan, baik kaidah maupun balaghahnya,
dan mengetahui segala instrumen yang dibutuhkan untuk
memahami al-Qur’an maupun Sunnah. Seorang mujtahid harus
mampu menjadi penengah dalam permasalahan yang muncul di
tengah-tengah masyarakat sechingga dapat berbuat adil atas setiap
istinbat hukum yang dilakukan. Apabila telah memiliki itu semua,
maka ia diperkenankan untuk bersikap, berbicara, dan berfatwa
atas halal dan haramnya sebuah perbuatan, dan sebaliknya bila
tidak memenuhi hal tersebut maka ia tidak punya hak untuk

berfatwa.”?7

Ibn al-Qayyim menukil tentang hal ini dati Ahmad, bahwa

maksud dari syarat-syarat tersebut yaitu fatwa seorang awam dan

muqallid yang terucap sebagaimana ia dapatkan dari fatwa orang
lain bukanlah sebuah ijtihad, melainkan hanya mengutip atau
menukil dari mujtahid.?

Fatwa

Kata #fta’ adalah bentuk masdar dari kata “afta-yufti-ifta’an”. Ibn
Mandhur menerangkan bahwa 7f#a’ secara etimologi adalah alibdnah ‘an
al-‘amr raf’ al-Ishkal ‘anh yaitu penjelasan akan suatu permasalahan. Fafwa
atau fatawa (plural) adalah jawaban atas sebuah permasalahan. Mustafti
adalah orang yang meminta fatwa, sedangkan mufti adalah orang yang
memberikan fatwa.??

Secara terminologi, beberapa istilah dalam fatwa mempunyai
makna dan definisi yang saling berdekatan dengan makna etimologinya.
Ibn Hamdan mendefinisikan /72 adalah memberikan keterangan hukum
Allah berdasarkan dalil syatak (al-ikbbar ‘an hukmillah bi dalil shar’i).>
Mahmud Shaltat dalam Mugaddimah Fatwa-nya mengatakan bahwa fatwa

27 Kementerian Wakaf dan Keagamaan Kuwait, Al-Mawsii'ah al-
Fighiyyah, vol. xxxviii; 18.

%8 Kementerian Wakaf dan Keagamaan Kuwait, vol. i; 317.

2 Mangziir, Lisan al-’Arab, vol. xv; 143.

% \bn Hamdan, Sifat al-Mufit wa al-Mustafti (Damaskus: Manshiirah al-
Maktabah al-Islami, n.d.), 12.
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adalah jawaban seorang muffi atas pertanyaan yang disampaikan oleh
mustafiz®!  Sulayman al-Ashqar menerangkan bahwa fatwa adalah
memberikan keterangan hukum Allah atas suatu perkara yang baru (‘azr
nazi).>?

Al-Khattab dalam Mawabib al-Jalil fi Sharh Mukbtasar al-Shaykh
Khalil menyebutkan bahwa iffa’ secara terminologi adalah memberikan
informasi akan hukum syarak atas sebuah permasalahan hukum dan
tidak mengikat orang yang memintanya. la menjelaskn bahwa faidah
disebutkannya “tidak mengikat” adalah untuk membedakan antara fatwa
dan putusan pengadilan. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah
fatwa scorang mufti tidak mengikat mustafti, berbeda dengan putusan
hakim yang mempunyai kekuatan mengikat bagi tersangkanya.®
Muhammad al-Fasi menyebutkan bahwa fatwa adalah pembetian
informasi akan hukum syarak dan tidak bersifat mengikat.3* Definisi ini

sama seperti definisi fatwa dari al-Khattab.
Definisi fatwa tidak berbeda dengan definisi #f#2". Mufii adalah

orang yang memberikan keterangan hukum syarak atas permasalahan
hukum yang menjadi kewenangannya. Dalam A-Mujam Al-Wajiz
disebutkan bahwa muaffi adalah seorang ahli fikih yang ditunjuk oleh
negara untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum syarak.
Sedangkan mustafti adalah orang yang meminta fatwa atas permasalahan
atau kejadian yang terjadi. Dari keterangan tersebut, dapat diambil
kesimpulan bahwa fatwa adalah sebuah keterangan hukum yang tidak
mengikat yang diberikan oleh seorang mufii kepada mustafii, baik jawaban
atas secbuah pertanyaan atau tidak, baik permasalahan baru ataupun lama

yang berdasarkan al-nusis al-shar’iyyab.

! Mahmid Shaltiit, Al-Fatawa (Kairo: Dar al-Yusr, 1996), 9.

%2 Sulayman Ashqar, Al-Futya wa Mandhij al-Ifta’ (Kuwait: Maktabah
Manar al-Islami, 1976), 9.

% Abii ‘Abdillah Al-Khattab, Mawdhib al-Jalil fi Sharh Mukhtasar al-
Shaykh Khalil (Mauritania-Nouakchott: Dar al-Ridwan, n.d.), vol. i; 47.

¥ Muhammad Al-Fasi, Al-Itgan wa al-Ihkam Sharh Tubfah al-Ahkam ft
Nukah al-‘Ugiid waal-Ahkam li Abt Bakr Muhammad ‘Asim al-Andalusi
(Kairo: Dar al-Hadith, 2011), vol. i; 8.
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Kata fatwa disebutkan di dalam al-Qur’an pada 9 ayat yang
semuanya mempunyai makna interpretasi yang sama yaitu pertanyaan
atas permasalahan agama maupun duniawi. Dua ayat terdapat dalam
Surah al-Nisa’ Ayat 127 dan 176 yang keduanya mempunyai makna
permintaan fatwa terthadap permasalahan agama; tiga ayat terdapat dalam
Surah Yusuf Ayat 41, 43, dan 46 yang bermakna tafsir 7#’ya; satu ayat
dalam Surah Kahfi Ayat 22; satu ayat dalam Surah al-Naml Ayat 32; dan
2 ayat dalam Surah Saffat Ayat 11 dan 149.

Sedangkan dalam Sunnah, fatwa disebutkan lebih dari 800 kali. Di
antaranya dalam hadis yang d1r1wayatkan oleh al-Bukhari sebagai berikut.
Jhﬂ\wm}ub\ﬁ\e&d\ "’Y&\u\"ﬁfiia.u\dy‘)db
(LgJ\A.\J\a\jJ) \jLa\} \jLAS(JcJ.uu\ U\}L\u& c\}[LgA;Lu}‘)

“Rasulullah saw., bersabda: “Sesunggubnya Allah tidak menggengam ilmu
dengan sekali pencabutan mencabutnya dari para bamba-INya. Namun
Dia menggengam ilmn dengan mewafatkan para ulama. Sehingga, jika
tidak disisakan seorang ulama, manusia merujuk Repada orang-orang
bodoh. Mereka bertanya, maka mereka (orang-orang bodoh) itu

berfatwa tanpa ilmn. Maka mereka tersesat dan menyesatkan.”

Al-Nawawi menjelaskan bahwa hadis tersebut menjelaskan
maksud diangkatnya ilmu bukanlah menghapuskannya dari dada para
penghapalnya, akan tetapi maknanya adalah wafatnya para pemilik ilmu
tersebut. Manusia kemudian menjadikan orang-orang bodoh untuk
memutuskan hukum sesuatu dengan kebodohan mereka. Akhirnya
mereka pun sesat dan menyesatkan orang lain.% Ia pun menegaskan
dalam Mugaddimalh Majmi’ terkait larangan meminta fatwa kepada selain
orang yang berilmu (ulama) dan terpercaya (#higgabh).

Ahmad, Ibn Majah, dan Aba Dawud menwayatkan
ud\jJAA\b‘}J) o\.ﬁ\d.ﬂ\‘;sdh \ulsels ’“}u_ﬁ\

(q gl 3.1\ gaala

“Barang siapa diberi fatwa tanpa didasari, maka dosanya ditanggung
olel orang yang berfatwa.”

* Muhy al-Din ibn Sharf Al-Nawawi, Al-Minhaj Sharh Sahth Muslim
ibn al-Hajjaj (Kairo: al-Matba‘ah al-Misriyah, 1929), vol. xvi; 223.
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Ibn al-Jawzi’ menyebutkan dalam Ta’zim al-Fatwa yang dinukil
oleh Ibn Hamdan dalam kitabnya Sifat al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti,
bahwa Rasulullah saw. bersabda: )

(oS Gl 8130) Laanyls olaldl A% Al ale iy 8l Ga
“Barangsiapa berfatwa (bicara agama) tanpa ilmn, maka ia dilaknat oleh para

malaikat di langit dan di bumi.”

Adapun istilah #awazi/ merupakan bentul plural dari nagilah yang
secara etimologi mempunyai arti bencana atau musibah yang menimpa
suatu kaum.’” Dalam Mujam Magayis al-Lughah, kata nagilah diartikan
sebagai kejadian luarbiasa yang terjadi di suatu masa yang menimpa
manusia.’® Sedangkan al-Fayumi memaknai #agi/ah yaitu musibah luar
biasa yang menimpa manusia.* Berdasarkan makna bahasa tersebut,
dapat diketahui bahwa nazilah adalah peristiwa atau musibah luar biasa

yang dialami manusia di luar kondisi biasa dalam kehidupannya.

Sedangkan secara terminologi, kata nawdzi/ menurut ulama
mutagaddimin adalah musibah atau peristiwa-peristiwa luar biasa yang
menimpa umat manusia pada suatu masa. Definisi ini semakna dengan
defini kebahasaan dari #agilah.*0 Mayoritas fukaha mendefinisikan nawazil
dalam dua makna; pertama, musibah-musibah luarbiasa yang menimpa
umat manusia. Kedua, peristiwa-peristiwa baru yang tidak ada dasar
hukumnya. Al-Shafi’l menyinggung hal tersebut dalam kitabnya A~ U
dan A/Risalah berkenaan dengan gunut yaitu bahwa tidak ada gunut
dalam salat selain salat Subuh, kecuali dalam kondisi darurat
(bencana/musibah) maka boleh dilakukan dalam semua salat jika imam
menghendaki.#' Wahbah al-Zuhayli mendefinisikan zawazi/ sebagai

permasalahan-permasalahan baru yang bersifat darurat yang dialami

% Hamdan, Sifat al-Mufit wa al-Mustafti, 5.

37 Mangziir, Lisan al-’Arab, vol. xi; 659.

% Abii Husayn Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariyya, Mu jam Magayis fi al-
Lughah (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), vol. v; 147.

¥ Ahmad Al-Fayami, Al-Misbah al-Munir (Beirut: Maktabah *Ilmiyyah,
n.d.), vol. ix; 256.

0 Ahmad Ibn Yahya, Nawdzil al-Jami’ (Mesir: Dar al-*Afaq, 2011), 5.

* Muhammad Ibn Idris Al-Shafi’i, Al-Umm, 1 ed. (Beirut: Dar al-Kutub
al-’Ilmiyyah, 2009), vol. i; 236.
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umat manusia dan tidak ada nash syarak maupun keterangan ijtihad fighi-
nya.*? Sedangkan menurut al-Jayzani, #zawazi/ adalah segala musibah atau

peristiwa luarbiasa baru yang meminta kepastian hukum syarak.*?

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa
nawazil adalah segala peritiwa atau musibah luar biasa yang menimpa
umat manusia yang membutuhkan kepastian hukum syarak karena tidak
mempunyai landasan hukum, baik dalam nash (al-Qur’an dan Sunnah)
maupun ijtthad di masa lalu. Disebut nawazi/ ketika memenuhi tiga
kriteria; benar-benar terjadi, bersifat baru, dan darurat (benar-benar
membutuhkan kepastian hukum syarak). Nawaizi/ bersifat darurat karena
terjadi di luar kondisi normal yang dihadapi manusia sehingga
membutuhkan penanganan khusus, baik dari segi sosial, agama, maupun
hukum. Islam memberikan perhatian luar biasa dalam kondisi yang
demikian, yaitu dengan memberikan keringanan-keringanan (rukhsab)
dalam menyikapinya. Dengan demikian, fatawa al-nawazil adalah fatwa-
fatwa berkenaan dengan permasalahan-permasalahan hukum Islam yang
terjadi di waktu terjadinya musibah atau peristiwa baru yang tidak ada

dalam nash maupun ijtihad di masa lalu.

MUSLIM AWAM DAN FATAWA AL-NAWAZIL

Peristiwa-peristiwa alam yang tak terduga dan tak terhindarkan
oleh umat manusia menimbulkan permasalahan baru dalam berbagai
sendi kehidupan. Kejadian tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus
oleh pemerintah dan ulama, terutama bagi masyarakat muslim awam.
Mereka dapat digolongkan sebagai golongan paling terdampak akan
peristiwa tersebut. Muslim awam sebagai elemen masyarakat yang paling
membutuhkan kepastian hukum Islam memerlukan petunjuk dan
pendampingan yang jelas dari pemerintah dan ulama agar apa yang

dilakukan tidak berbenturan dengan syariat.

2 Wahbah Al-Zuhayli, Subul al-Istifadah min al-Nawazil wa al-Fatwa
wa al-‘Amal al-Fighi fi al-Tatbigat al-Mu’asirah (Damaskus: Dar al-
Maktabi, 2001), 9.

* Muhammad Al-Jayzani, Figh al-Nawazil: Dirasah Ta’silivah wa
Tatbigiyah (Riyad: Dar Ibn Jawzi, 2006), vol. i; 24.
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Kaidah kebencanaan dalam Islam mempunyai hubungan yang
sangat erat dengan keringanan (a/-farkhis) dan kemudahan (a/~taysir) yang
tidak bisa ditangani oleh sembarang orang. Kehadiran ulama menjadi
penentu dalam memutuskan kesimpulan hukum terkait kondisi yang
dihadapi umat karena telah terjadi peralihan hukum zz&/fi dari wilayah
‘azimab (sesuai dengan dalil aslinya) menuju wilayah rukhsah (keringanan
hukum karena adanya sebab syar’i). Shaykh Yasin al-Fadani menjelaskan
bahwa hukum dapat berubah dari hal yang sulit menjadi mudah sebab
adanya uzur serta dilandasi sebab hukum asal.* Perubahan seperti ini
sangat berbahaya ketika tidak dilakukan oleh ulama yang benar-benar
kompeten dan kredibel, karena sesuatu yang haram bisa menjadi halal
ketika dalam kondisi mendesak (dbaruraf). Jalal al-Din Al-Suyuti
menyebutkan:*

i) sl b &5 35l
“Keadaan darurat memperbolebkan sesuatu yang terlarang”

Peran para ulama menjadi sangat penting dalam kondisi seperti
ini. Banyak kejadian baru yang bermunculan, sedangkan nusis al-ahkan
terbatas. Disruption era yang dibarengi dengan berbagai bencana ini harus
disikapi secara bijak dan didampingi dengan kematangan emosional serta
kemampuan intelektual yang mumpuni. Penguasaan imu-ilmu
keagamaan yang mendalam, ketelitian, kehati-hatian (7h#yaf) dan analisis
yang mendalam atas permasalahan menjadi kompetensi penting bagi
para ulama maupun zz#fli dalam melakukan Zs#nbat hukum yang tentunya
tidak hanya bertumpu terhadap dalil-dalil syarak, akan tetapi juga
mengacu kepada ilmu pengetahuan lainnya (unity of sciences) sehingga apa
yang menjadi fatwanya tidak sesat dan menyesatkan.

Penyesuaian  (adaptation) pada tuntutan perubahan zaman
merupakan cara terbaik untuk swrwive dalam kehidupan tanpa harus
menabrak teritori syariat Islam. Hal ini merupakan perwujudan dari

agama Islam yang salih /i kulli makdn wa zaman dengan berpegang teguh

* Syaikh Muhammad Yasin bin ‘Isa Al-Fadani, Al-Fawa’id al-Janiyah
Hashiyah Mawahib al-Saniyah Sharh Fara’id al-Bahiyyah (Beirut: Dar al-
Basha’ir al-Islamiyah, 1996), vol. i; 240.

*® Jalal al-Din Ibn ‘Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr Al-Suyiti, Al-Ashbah
wa al-Naza'ir fi al-Furii’ (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 84.
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kepada kaidah al-muhafazah ‘ala al-qadim al-salih, wa al-akhdh bi al-jadid al-
aslah. Prinsip htiyat (reserve theory) dalam bet-jjtihad, khususnya dalam
berfatwa tentunya menjadi prioritas utama agar zt#inbath hukum dan
interpretasi yang dihasilkan tepat guna dan tepat sasaran. Syauqy Ibrahim
dalam mugaddimah bukunya menyebutkan bahwa “Fatwa mempunyai
posisi yang sangat penting dalam kehidupan beragama umat Islam. Hal
ini disebabkan adanya hubungan yang sangat erat dengan hajat hidup
manusia yang membutuhkan penjelasan dan keterangan hukum Islam

baik dalam tindakan, perkataan, maupun kondisi yang dihadapinya”.4¢

Kemunculan oknum-oknum yang tidak kompeten dalam berfatwa
telah mengacaukan tatanan kehidupan yang telah dibangun oleh para
ulama-ulama di Indonesia. Peristiwa-peristiwa luarbiasa yang secharusnya
memerlukan penanganan khusus menjadi ajang untuk mencari
popularitas dan panggung. Hanya bermodal popularitas sebagai publik
figur lantas berbicara agama seakan ia adalah ahlinya yang mempunyai
kewenangan untuk berfatwa. Hal tersebut jika tidak segera ditangani
secara serius maka akan menjadikan roda kehidupan beragama di
Indonesia luluh lantah tak terkendali.

Melihat urgensi fatwa bagi masyarakat muslim awam, maka
diperlukan kejelasan kriteria lembaga fatwa dan mafii yang kredibel dan
kompeten agar tidak menimbulkan kegaduhan dan permasalahan baru.
Hal ini perlu menjadi prioritas utama mengingat orang awam tidak
dibebani syarak untuk menggali hukum, kecuali hanya kewajiban untuk
bertanya kepada ahlinya. Allah SWT. berfirman: o

(87 :dadll) Gsalad ¥ 2K o) KA (AT 1500
“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetabuan jika kamn tidak
mengetabuinya” (Al-Nahl: 43)

Klasifikasi dan sertifikasi lembaga fatwa (mufi) harus segera
dilakukan agar masyarakat muslim awam mendapatkan petunjuk dimana
ia dapat meminta fatwa yang dapat dipertanggungjawabkan terutama
dalam kondisi nawazil. Al-Nawawi dalam Sharh-nya menjelaskan bahwa

dalam situasi #awazil, diperlukan ijtihad seorang mujtahid yang mampu

*® Shawqi Ibrahim *Abd al-Karim ‘Allam, Fatawa al-Nawazil: Waba'u
Kirana Covid-19 (Kairo: Dar al-Ifta’ al-Misriyah, 2020), 5.
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mendasarkan segala permasalahan pada sumber hukum Islam dan
diperlukan pula pandangan atau petunjuk cerdik cendikia (ah/ al-ilm)
terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi.*’

Para ulama berbeda-beda pendapat dalam memberikan kriteria
mufti yang kredibel, namun secara umum mereka mensepakati bahwa
mufti harus dari orang yang ahlul ilmi. Ibn Hamdan dalam bukunya Sz
al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti menyebutkan bahwa ada beberapa
syarat yang harus dipenuhi seorang musffi, yaitu beragama Islam, berakal,
baligh, berilmu, mempunyai pijakan ilmu yang jelas (keahlian tertentu
dalam menguasai teori dan realita), adil (kepribadian yang baik), mampu
menggali hukum dari dalil-dalil yang s ’tabar, cerdas dan mempunyai
kepekaan sosial yang tinggi#® KKH. Mustofa Bisri dalam tulisannya di
Jawa Pos pada tanggal 12 April 2010 menerangkan bahwa menurut
Ahmad Ibn Hanbal, mufti tidak boleh menjawab apa saja yang
ditanyakan kepadanya. Seseorang tidak boleh mengajukan dirinya untuk
memberikan fatwa kecuali telah memenuhi lima hal yaitu niat tulus
karena Allah SWT., berdiri di atas ilmu, kuat pada posisi dan
pengetahuannya, berkecukupan materi, dan benar-benar mengenal
masyarakatnya. Hal ini penting untuk dimiliki oleh seorang mufii karena
fatwa adalah kemaslahatan bagi masyarakat.*

Ada bebapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat muslim
awam dalam meminta fatwa agar tidak salah dalam memilih zzft7
maupun lembaga fatwa. Dar al-Ifta’ Mesir menerangkan bahwa dalam
memilih muffi, minimal terdapat tiga hal yang harus dilakukan sebagai
berikut:3

1. Tidak meminta fatwa kepada orang yang tidak jelas keilmuannya;

2. Tidak meminta fatwa hanya berdasarkan popularitas dan
ketenaran seseorang di masyarakat, karena fatwa membutuhkan

keahlian khusus dati orang yang benar-benar mendalami agama;

" Al-Nawawi, Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjdj, vol. i;226.
*® Hamdan, Sifat al-Mufit wa al-Mustafti, 13.

* KH. A. Mustofa Bisri, “Fatwa dan Fatwa,” NU Online, 15 Oktober
2016, https://www.nu.or.id/opini/fatwa-dan-fatwa-2MKk5z.

% “The craft of Issuing Fatwas,” n.d., https://www.dar-
alifta.org/Foreign/ViewArticle.aspx?1D=77&CategorylD=3.
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3. Tidak mengambil fatwa dari buku yang telah dibaca, karena tidak
semua yang ada di buku boleh digunakan untuk fatwa.
Keterangan yang ada di buku terkadang bertentangan dengan
realita yang terjadi. Para ulama telah sepakat bahwa perubahan
hukum terjadi karena adanya perubahan tempat, waktu, kondisi,
dan situasi yang dialami manusia. Fatwa membutuhkan kajian

mendalam, kepekaan sosial dan penjelasan dati ahlinya.

Keterangan di atas dapat digunakan sebagai acuan dasar
masyarakat muslim awam dapat menentukan msfti yang kredibel dan
kompeten dalam berfatwa. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting
di zaman ini ketika banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa.
Kemunculan orang-orang yang tidak kompeten dan kredibel dalam
berfatwa namun berani melakukannya hanya berdasarkan popularitas
dan ketenaran di masyarakat perlu untuk segera dicegah agar tidak
menyesatkan dan meresahkan. Kehadiran pemerintah menjadi kunci
dalam menghadirkan lembaga fatwa beserta muftinya yang kredibel dan
kompeten schingga oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab
tersebut tidak bermunculan. Pemerintah dan para ulama harus bersinergi
dalam mencegah hal tersebut sehingga masyarakat muslim awam dapat
menjalani kehidupan beragama-nya dengan tenang, nyaman, damai, dan
bahagia.

Kesimpulan

Fatwa adalah keterangan hukum yang tidak mengikat yang
diberikan oleh seorang mufii kepada mustafti, baik jawaban atas sebuah
pertanyaan atau tidak, baik permasalahan baru maupun lama yang
berdasarkan a/ nushus al syariyah. la mempunyai posisi yang sangat
penting dalam kehidupan beragama umat Islam karena terdapat
hubungan yang sangat erat dengan hajat hidup manusia yang
membutuhkan penjelasan dan keterangan hukum Islam. Muslim awam
yang tidak dapat menggali hukum secara mandiri dari sumber-sumber
hukum Islam menjadi yang paling terdampak ketika kondisi dan situasi
yang dihadapi tidak biasa (nawazil). Nawazi! bersifat darurat karena terjadi
di luar kondisi normal yang dihadapi manusia sehingga membutuhkan
penanganan khusus baik dari segi sosial, agama, maupun hukum.

Munculnya mufti tiban atau orang-orang yang tidak kompeten dalam
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berfatwa menjadikan kehidupan beragama di masyarakat semakin

meresahkan.

Kehadiran pemerintah dan ulama dalam mencegah munculnya
oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut sangat dinantikan.
Kaidah kebencanaan dalam Islam yang mempunyai hubungan sangat
erat dengan keringanan (altarkbis) dan kemudahan (a/-faysir) tidak bisa
ditangani oleh sembarang orang. Ulama menjadi penentu dalam
memutuskan kesimpulan hukum terkait kondisi yang dihadapi umat
karena telah terjadi peralihan hukum fz&/ifi dari wilayah ‘Ggimah (sesuai
dengan dalil aslinya) menuju wilayah rukhsab (keringanan hukum karena

adanya sebab syarak).
Beberapa hal yang dapat dijjadikan pedoman dasar bagi

masyarakat muslim awam dalam memilih w#f# maupun lembaga fatwa
yang kredibel dan kompeten diantaranya adalah memastikan kredibilitas
dan kompetensi mufti, tidak meminta fatwa kepada orang hanya
berdasarkan popularitas dan ketenaran, dan tidak mengambil fatwa dari
buku yang telah dibaca karena hukum bersifat dinamis yang berubah-

ubah menyesuaikan tempat, waktu, dan kondisi yang dihadapi manusia.
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